BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR yf TAHUN 2019

TENTANG

PEMBATALAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN DALAM LAYANAN
ADMINISTRASI PADA SATUAN PENDIDIKAN LINGKUP DINAS PENDIDIKAN

Menimbang :

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018
pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan dengan
menambahkan pasal dalam pembentukan Unit Pelaksana
Tehnis (UPT) Museum di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten/Kota;

bahwa dengan memperhatikan pemenuhan indikator
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 maka pembentukan UPT
Museum di Kabupaten Konawe Utara belum memenuhi
persyaratan dalam pembentukannya sehingga pembentukan
Koordinator Wilayah Kecamatan tidak dapat pula untuk
dibentuk;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Tentang Pembatalan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara
Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Koordinator Wilayah Kecamatan

- Dalam Administrasi Pada Satuan Pendidikan Lingkup Dinas

Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.




Mengingat

1

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawsi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3974);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Tahun 2017 Tentang
Manajemen Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47




Menetapkan

10.

1%

Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1566);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87);

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 37 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor
126).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG
PEMBATALAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23
TAHUN 2019 TENTANG KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN DALAM ADMINISTRASI PADA SATUAN
PENDIDIKAN LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Konawe Utara.

Bupati adalah Bupati Konawe Utara.




Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe
Utara.

Dinas adalah Dinas Perdidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Konawe Utara.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Utara.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang
selanjutnya disebut Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan
adalah pejabat fungsional atau pegawai aparatur sipil
Negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi
layanan administras pada satuan pendidikan di wilayah
kecamatan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23
Tahun 2019 Tentang Koordinator Wilayah Kecamatan Dalam
Administrasi Pada Satuan Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 3

(1) Pegawai ASN yang ditunjuk melaksanakan tugas tambahan

(2)

sebagai Koordinator wilayah Kecamatan oleh Kepala Dinas pada
saat Peraturan Bupati ini diundangkan, tidak boleh lagi
melaksanakan tugasnya sebagai Koordinator wilayah
Kecamatan.

Pelayanan administrasi pada satuan pendidikan pada saat
Peraturan Bupati ini diundangkan, dikembalikan kepada Dinas
dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.



Pasal 4

(1) Kepala Dinas sebagai penanggungjawab Dinas
bertanggungjawab melaksanakan penataan dan pelaksanaan
tugas serta fungsi di Dinasnya.

(2) Pelaskanaan penataan, tugas serta fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaskanakan dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah
Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 9¢ Fdoruorl 2019

/M_BUPATI KONAWE UTARA /£

—

H. RUKSAMIN A
Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal @9 f@b‘ﬂlaﬂ 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, A

—

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 96g




